
a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi
baru lahir ke fasilitas kesehatan yang kompeten, maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa melaksanakan
program Jaminan Persalinan ;

h. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran
program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi
pengelolaan keuangan program Jaminan Persalinan di
Kabupaten Sumbawa, perIu diatur pengelolaan dan
pemanfaatannya;

c.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perIu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan
Dana Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pasall
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan elibidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan elibidang kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam

bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk. jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

7. RumahSakit adalah RumahSakit Umum Daerah Sumbawa.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan eli
Daerah.

9. Peserta adalah ibu hamil, bersalin dan nifas beserta bayi baru lahir yang
miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional
atau sumber pembiayaan yang lain.

10. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya elisingkat SKTMadalah
surat pemyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan
diketahui oleh Camat setempat bagi masyarakat miskin yang tidak
mempunyai Kartu Indonesia Sehat.

11.Jaminan Persalinan yang selanjutnya elisebut Jampersal adalah jaminan
pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan,
pertolongan persalinan, pelayanan nifas, rujukan ibu bersalin beresiko
tinggi termasuk pelayanan Keluarga Bereneana pasea persalinan 'dan
layanan bayi barn. lahir,

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATANDANA JAMINAN PERSALlNAN DANA
ALOKASIKHUSUSNONFISIKDI KABUPATENSUMBAWA.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
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Dana Jampersal bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang
Kesehatan S_U_~l>id~Pelayanan Kesehatan .Jampersal yang dianggarkan
dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rnelalui Dokumen
~e~*S!ID.~ .Anggaran Dinas.

>(1~ 3

Pasal5

BABIV
'DANA JAMPERSAL

..Ruang Iingkup kegiatan J~persa) meliputi:
a. rujukan ibu bersalin komplikasi dart bayi neonatus resiko tinggi dari

fasilitas pelayanan kesehatan (p~ske,smas)ke (a.~illw.~kesehatan tingkat
lanjutan .yangkompet-en;

b, sewa RTK; d@
c. pertolongan -persalinan normal, pertolongan persalinan komplikasi, pra

rujukan, KBpasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir,

Pasal4

Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal
meliputi seluruh ibu hamil, bersalin dan nifas beserta bayi baru lahir yang
miskin, tidak mampu dan belurn menjadi peserta Jaminan Kesehatan
Naeionalatau sumber pembiayaan yang .lain.

BABUI
SASARi\N PAN RYANG YNGKYP

Pasal3

Pasal2
(1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman untuk pengelolaan dan

pemanfaatan dana Jampersal dana alokasi khusus non fisik di daerah- -

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan
nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang
kompeten;

b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang
kompeten; dan .

c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta
ba . baru tahir .. .M ' -" ---_.--..--.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

12.Kely~~ Bereneana YB:Vg ~el.anj~tny~di~m~t KB adalah CB.f8: atau
alternatif untuk mencegah ataupun menunda keharnilan.

13.Ibu Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42
[empat puluh d~) hari pasca melahirkan.

14.Bayi Bam Lahir adaah bayi yang Iahir sampai usia 28 (dua puluh
delapan) hari.

15.Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTKadalah tempat
tinggal sementara ibu hamil yang mendekati hari kelahiran. .
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Pasal9
(1) Pencairan dana kJairn'Jampersal Puskesmas dan Rumah 8akit ditransfer

melalui rekening Puskesmas dan rekening Rumah Sakit.
(2) Pembayaran jasa pelayanan bagi ke petugas kesehatan di Puskesmas dan

Rumah Sakit atas klaim Jampersal berdasarkan peraturan perundang
undangan.

BAB VII
PENCAIRANDANA

Pasal8

Tarif pelayanan Jampersal di Puskesmas dan Rumah Sakit mengacu pada
ketentuan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan rincian
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABVI
BESARAN TARIF

Pasal7

(1) Peserta pembiayaan pelayanan bagi. ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas
dan bayi baru lahir terdiri atas :

a. masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum menjadi peserta
jaminan kesebatan nasional;

b. masyarakat yang dinyatakan masuk kategori miskin dan tidak mampu
berdasarkan ':
1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)masyarakat miskin yang

ada di desa;
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)dan Kartu Keluarga (KK)

Sumbawa;
3. SKTMyang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah dan mengetahui

Camat setempat; dan
4. Surat Keterangan Penduduk non pennanen yang dikeluarkan oleh

kepala desa/lurah dan mengetahui Camat setempat,
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi identitas

dan herkas pelayanan pendukung di Puskesmas dan Rumah Sakit; dan
(3) Peserta yang menggunakan pelayanan Jampersal di Rumah Sakit harus

melengkapi rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.

BABV
KEPESERTAAN

Dana Jampersal dapat dirnanfaatkan untuk program prioritas terdiri atas :
a. sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan;
b. sewa RTK; dan
c. jasa pertolongan persaJinan normal, pertolongan persalinan komplikasi,

pelayanan pra rujukan, pelayanan KB pasca persalinan, dan perawatan
bayi baru lahir.

Pasal6
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HAStrm
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR t~. . . . . ... , . .' . _ .. -_ .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Sl,JMBAWA,

Ditetapkan di SU1!1ba'faBesar
pada tanggal W MJlItf f).O}O_.. . .' .

i( BUPAT! SUMBAWA-t

ft~
)(; M. HUSNI DJIBRiL

Diundangkan eli SumbSrwaBesar
pada tanggal ~ Martt I-f))o
...... _ .......

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati in! dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa. .

BABIX
KETENTUANPENUTUP

Pasa111
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasall0
Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini
dik rdi ikan 1 h D"....00 Inas . . 0 e .mas.

BAB VIII
PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
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